RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN

TENTANG
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa penyelenggaraan tugas kewajiban negara,
khususnya oleh aparat penyelenggara pemerintahan dan
perekonomian nasional perlu diberikan pelayanan dan
perlindungan sebaik-baiknya kepada anggota masyarakat
oleh aparatur pemerintah, peradilan, lembaga-lembaga
negara lainnya sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang
baik dan benar menurut hukum yang demokratis dan
berintikan keadilan;

b. bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan
hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya
untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan
efisien, meningkatkan kesejahteraan secara merata kepada
masyarakat dan menciptakan keadilan dan kepastian hukum
bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia;

c. bahwa pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat
terhadap penyelenggara pelayanan negara merupakan
implementasi demokrasi yang perlu dikembangkan serta
diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, pelayanan
wewenang atau jabatan oleh aparatur dapat dihapuskan;

d. bahwa dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang
dalam masyarakat agar penyelenggaraan pelayanan kepada
masyarakat senantiasa berlangsung secara adil, patut dan
benar perlu dibentuk lembaga Ombudsman Republik
Indonesia yang mandiri;

e. bahwa lembaga Ombudsman Republik Indonesia
mengemban fungsi melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan negara kepada masyarakat agar menjadi
lebih lancar, jujur, bersih, transparan serta bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e perlu membentuk
Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia;



Mengingat

Menetapkan :

Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi,
Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Nomor 60 Tahun
1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Nomor
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4150);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia selanjutnya disebut Ombudsman adalah
lembaga negara yang diadakan untuk mengawasi penyelenggaraan tugas
pelayanan negara di pusat dan daerah kepada masyarakat, oleh aparat
penyelenggara negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

2. Ombudsman Nasional adalah Ombudsman yang berkedudukan di ibukota
negara menangani tindakan maladministrasi yang terjadi di seluruh wilayah
Republik Indonesia.



3. Ombudsman Daerah adalah lembaga daerah yang diadakan untuk mengawasi
penyelenggaraan tugas pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat di
daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota.

4. Lembaga negara adalah lembaga yang mempunyai tugas, wewenang, dan
tanggung jawab untuk melaksanakan kekuasaan negara di pusat sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan
lainnya.

5. Lembaga daerah adalah lembaga yang mempunyai tugas, wewenang, dan
tanggung jawab untuk melaksanakan kekuasaan negara di daerah sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan
lainnya.

6. Pejabat penyelenggara negara adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta setiap pejabat dalam
instansi, badan, lembaga, atau organisasi yang:

a. melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan/atau bertugas
melaksanakan pelayanan publik kepada setiap orang, pejabat, kelompok,
atau masyarakat organisasi profesi;

b. bertugas melaksanakan dan menegakkan hukum; dan

¢. mengadili, melindungi, dan membantu pencari keadilan.

7. Penegak Hukum adalah pejabat yang mempunyai tugas, wewenang, dan
tanggung jawab untuk menegakkan hukum menurut peraturan perundang-
undangan.

8. Departemen adalah lembaga pemerintahan yang dipimpin oleh menteri.

9. Dewan adalah organ, badan, komisi, atau organisasi yang didirikan berdasarkan
undang-undang, keputusan presiden, keputusan menteri, atau keputusan
kepala daerah.

10.Dewan Perwakilan Rakyat Repulik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR
adalah lembaga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar dan
peraturan perundang-undangan lainnya.

11.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
lembaga legislatif di pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, atau kota
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

12. Kepala daerah adalah kepala daerah provinsi (Gubernur), kabupaten/kota
(Bupati/Walikota) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan.

13.Menteri yang bertanggung jawab adalah menteri yang lembaganya ataupun
pejabatnya dilaporkan kepada Ombudsman Nasional dan/atau memperoleh
rekomendasi dari Ombudsman Nasional.

14. Tindakan maladministrasi adalah perbuatan atau pengabaian kewajiban hukum
oleh instansi dan/atau pejabat negara yang melanggar asas umum
pemerintahan yang baik dan/atau menimbulkan kerugian dan/atau
ketidakadilan.

15.Ketidakadilan  tindakan maladministrasi adalah apabila seseorang tidak
mendapat pelayanan atau manfaat yang menjadi haknya, atau terlambat
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mendapat pelayanan, atau bila menderita kerugian yang tidak semestinya ia
derita.

16.Asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi etika
pemerintahan, norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk
mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, efektif dan efisien, bebas dari
korupsi, kolusi serta nepotisme.

17.Laporan adalah pengaduan, penyampaian fakta yang dianggap perlu
diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara
tertulis maupun lisan oleh setiap orang yang merasa telah menjadi korban
tindakan maladministrasi atau ketidakadilan.

18. Pelapor adalah Warga Negara Indonesia (WNI) atau penduduk Indonesia yang
memberikan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia.

19. Terlapor adalah pejabat pemerintahan negara, Dewan, dan/atau instansi yang
yang dilaporkan kepada Ombudsman melakukan tindakan maladministrasi.

BAB 11
ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN

Pasal 2

Ombudsman Republik Indonesia yang terdiri dari Ombudsman Nasional dan
Ombudsman Daerah berasaskan kebenaran, keadilan, non-diskriminasi, tidak
memihak, akuntabilitas, keseimbangan dan transparansi dengan tetap menjunjung
tinggi asas-asas pemerintahan yang baik dan memegang teguh kerahasiaan yang
dipercayakan kepadanya demi perlindungan hak asasi para pihak.

Pasal 3

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang mandiri yang
tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara/daerah maupun lembaga
lainnya dan bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

Pasal 4

Ombudsman Republik Indonesia bertujuan:

a. mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih di pusat dan daerah,
sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, berdasarkan asas-asas
negara hukum yang demokratis, transparan, dan bertanggungjawab;

b. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga
negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan
yang semakin baik;



c. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan
pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta
nepotisme;

d. meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan
supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

BAB 111
KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 5

(1) Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, lembaga penyelenggaraan
negara harus memiliki :

a. standar prosedur pelayanan umum kepada masyarakat yang diketahui oleh
segenap jajaran instansinya;

b. Sistem penerimaan dan penanganan laporan internal dari masyarakat
tentang terjadinya tindakan maladministrasi atau ketidakadilan.

(2) Standar prosedur dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus
dijabarkan dan diuraikan secara rinci yang meliputi asas kewajaran, kejujuran,
dan ketidakberpihakan yang disebarkan kepada masyarakat dalam bentuk
pedoman tertulis.

BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

(1) Ombudsman Republik Indonesia terdiri dari Ombudsman Nasional,
Perwakilan Ombudsman Nasional di daerah dan Ombudsman daerah.

(2) Ombudsman Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia
dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

(3) Ketua Ombudsman Nasional dapat mendirikan kantor perwakilan
Ombudsman Nasional di ibukota Propinsi, apabila dipandang perlu.

(4) Di setiap Kabupaten atau Kota dibentuk Ombudsman Daerah

(5) DPRD dapat membentuk Ombudsman Kabupaten atau Kota sesuai dengan
kebutuhan, apabila dipandang perlu.

(6) Tata cara pembentukan, susunan, dan hubungan Ombudsman Daerah dengan
Ombudsman Nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG OMBUDSMAN NASIONAL



Bagian Pertama
Fungsi dan Tugas

Pasal 7

Ombudsman Nasional berfungsi mengawasi penyelenggaraan tugas penyelenggara
negara untuk melindungi serta meningkatkan kehidupan masyarakat yang adil,
aman, tertib, damai, dan sejahtera.

Pasal 8
Ombudsman Nasional bertugas:

a. melayani laporan masyarakat atas keputusan, tindakan dan/atau perilaku
penyelenggara negara yang dapat dikategorikan sebagai tindakan
maladministrasi;

b. menerima laporan dari masyarakat yang berisi pengaduan atas keputusan,
tindakan dan/atau perilaku pejabat penyelenggara negara yang dirasakan tidak
adil,tidak patut, memperlambat, merugikan, atau bertentangan dengan
kewajiban hukum instansi yang bersangkutan atau tindakan maladministrasi
lainnya;

c. mempelajari laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan
Ombudsman Nasional;

d. menindaklanjuti laporan atau informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada
huruf a;

atas prakarsa sendiri karena jabatannya melakukan hal-hal sebagaimana
dimaksud pada huruf d;

f. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara atau
pemerintahan lainnya, badan-badan kemasyarakatan, atau perorangan untuk
memaksimalkan pelaksanaan fungsi dan wewenang Ombudsman Nasional;

g. mempersiapkan jaringan, organisasi, dan sumber daya Ombudsman di daerah;
h. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

®

Bagian Kedua
Ruang lingkup Wewenang

Pasal 9

Ombudsman Nasional berwenang:

(1) a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor,
atau pihak lain yang terkait mengenai suatu laporan yang disampaikan
kepada Ombudsman Nasional;

b. memeriksa keputusan, surat menyurat, atau dokumen-dokumen lain baik
yang ada pada pelapor atau terlapor untuk mendapatkan kebenaran
laporan terhadap terlapor;



c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau foto kopi dokumen yang diperlukan
dari instansi manapun juga untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor;

d. membuat rekomendasi atau usul-usul mengenai penyelesaian laporan,
termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi
kepada pihak yang dirugikan;

e. demi kepentingan umum, mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan
rekomendasi untuk diketahui umum.

(2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ombudsman Nasional
berwenang :

a. menyampaikan saran kepada Presiden atau kepala daerah guna perbaikan
dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan aparatur
pemerintahan kepada masyarakat;

b. menyampaikan saran kepada DPR dan/atau Presiden agar terhadap
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diadakan
perubahan dalam rangka mencegah tindakan maladministrasi yang serupa
terulang kembali.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangannya, Ombudsman Nasional dilarang mencampuri
kebebasan hakim dalam memberikan putusan.

BAB VI

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN OMBUDSMAN NASIONAL

Bagian Pertama
Susunan

Pasal 11

1. Ombudsman Nasional terdiri dari:
a. seorang Ketua;

b. seorang Wakil Ketua; dan
c. beberapa orang Anggota.

2. Jumlah Anggota Ombudsman Nasional yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan
Anggota Ombudsman harus ganijil.

3. Dalam hal Ketua Ombudsman Nasional berhalangan, Wakil Ketua
Ombudsman menjalankan tugas dan kewenangan Ketua.

Pasal 12

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ombudsman Nasional dibantu oleh Asisten
Ombudsman.



(3) Asisten Ombudsman diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Ombudsman
Nasional.

(4) Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Asisten
Ombudsman diatur lebih lanjut dengan keputusan Ketua Ombudsman Nasional.

Pasal 13

(1) Ombudsman Nasional dilengkapi dengan Sekretariat yang dipimpin oleh
Sekretaris Jenderal.

(2) Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(3) Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris
Jenderal diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Keanggotaan
Pasal 14

(1) Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman Nasional dipilih oleh DPR dan diresmikan
pengangkatannya oleh Presiden untuk masa jabatan 6 (enam) tahun.

(2) Anggota Ombudsman diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Ombudsman
dengan pertimbangan DPR untuk masa jabatan 6 (enam) tahun.

(3) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman dapat diangkat kembali untuk
satu kali masa jabatan berikutnya.

(4) Dalam hal Presiden belum meresmikan Ketua, Wakil Ketua, dan Angggota
Ombudsman selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diusulkan oleh DPR,
Presiden dianggap telah menyetujui usulan DPR.

Pasal 15

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman berhak atas penghasilan, uang
kehormatan, dan hak-hak lain yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

Untuk dapat diangkat menjadi Ketua,Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman
seseorang harus memenuhi syarat-syarat:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh ) tahun;

c. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang memahami secara
mendalam masalah hukum dan atau kemasyarakatan yang menyangkut
penyelenggaraan negara dan pemerintahan di bidang pelayanan umum atau
penegakan hukum;

d. profesional dan memegang teguh nilai-nilai kebenaran dan keadilan, asas-asas

pemerintahan yang baik dan patuh pada asas-asas negara hukum yang
berintikan keadilan;



mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas mengenai filsafah hidup
dan kenegaraan, hukum, politik dan ekonomi dalam kehidupan berbangsa,
bernegara, dan bermasyarakat, maupun dalam hubungan dan pergaulan
internasional;

mengenal pelbagai aspek keombudsmanan dan sudah mendapat pelatihan
dan/atau penataran yang khusus diadakan bagi Ombudsman, baik yang
diselenggarakan oleh Komisi Ombudsman Nasional di Indonesia, maupun oleh
lembaga lain di luar negeri;

tidak pernah dipidana penjara;

sehat jasmani dan rohani.

Pasal 17

Ketua,Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman tidak boleh merangkap jabatan:

a.

Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, anggota DPR, DPRD
Kabupaten/Kota, anggota Dewan Perwakilan Daerah; anggota Badan Pemeriksa
Keuangan, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi,
dan jabatan lain di lingkungan Lembaga Negara lainnya;

Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda pada Kejaksaan
Agung;

Menteri atau Menteri Negara atau yang disamakan dengan jabatan Menteri;
Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal atau Jabatan yang disamakan
dengan Pejabat Eselon I Departemen;

Gubernur, Bupati, Walikota, dan jabatan lain sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku;

Pimpinan dan Pengurus Partai Politik;

Polisi, jaksa, hakim, anggota militer dan lain-lain jabatan di dalam
pemerintahan dan peradilan; atau

Profesi hukum lainnya yaitu pengacara, konsultan hukum, notaris, dan wasit
(arbiter).

Pasal 18

Sebelum menduduki jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
Ombudsman harus mengangkat sumpah atau mengucapkan janji menurut
agamanya.

Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk memperoleh jabatan ini, langsung
atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak
memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun”.

“Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua
Ombudsman/Wakil Ketua Ombudsman/Anggota Ombudsman dengan sebaik-
baiknya dan seadil-adilnya”.



“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak
langsung dari siapapun suatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah/ berjanji akan memegang teguh Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku”.

“Saya bersumpah/berjanji akan memelihara kerahasiaan mengenai hal-hal
yang diketahui sewaktu memenuhi kewajiban saya.”

Pasal 19

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombusman berhenti dari jabatannya karena:
a. habis masa jabatan;
b. mengundurkan diri;
¢. meninggal dunia.

(2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman dapat diberhentikan dari
jabatannya, karena :
a. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 16;

c. dinyatakan melanggar sumpah/janii;

d. terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal
17;

e. dijatuhi pidana berdasarkaan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;

f. berhalangan tetap karena kesehatan fisik atau mental untuk dapat
menjalankan tugasnya.

(3) Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman yang mengundurkan diri harus mendapat
persetujuan Ketua DPR.

(4) Apabila Ketua Ombudsman berhalangan tetap, Wakil Ketua Ombudsman
menjalankan tugas dan wewenang Ketua Ombudsman sampai masa jabatan
berakhir.

(5) Pemberhentian dari jabatan karena alasan-alasan yang disebut dalam ayat (2):

a. terhadap Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman dilakukan oleh Presiden
berdasarkan keputusan DPR.

b. terhadap Anggota Ombudsman dilakukan oleh Presiden berdasarkan usul
Ketua Ombudsman dengan pertimbangan DPR.

BAB VII
LAPORAN

Pasal 20
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(1) Setiap warganegara Indonesia dan penduduk berhak menyampaikan laporan
kepada Ombudsman Nasional mengenai tindakan pelayanan atau keputusan
pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b Undang-Undang ini.

(2) Penyampaian laporan dan tindak lanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dipungut biaya atau imbalan berupa apapun.

Pasal 21

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

a. menyebutkan nama, umur, status perkawinan, pekerjaan, dan alamat
pelapor;

b. menguraikan peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dilaporkan secara
rinci;

c. sudah menempuh semua upaya hukum atau upaya administrasi yang
tersedia, termasuk menyampaikan langsung kepada pihak terlapor,
tetapi tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.

(2) Dalam kondisi khusus, nama, dan identitas pelapor dapat tidak diumumkan.

(3) Peristiwa, tindakan atau keputusan tertulis yang dikeluhkan atau dilaporkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lewat dua tahun sejak peristiwa,
tindakan, atau keputusan yang bersangkutan terjadi.

(4) Dalam Kondisi yang tidak memungkinkan, pelapor menyampaikan laporan
secara lisan dan tertulis yang dapat dikuasakan kepada orang lain.

BAB VIII
MEKANISME DAN TATA KERJA OMBUDSMAN NASIONAL

Pasal 22

(1) Tata cara kerja Ombudsman Nasional diatur dengan Keputusan Ombudsman
Nasional.

(2) Pemeriksaan dan penyelesaian keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap pelayanan vyang tidak sesuai dengan asas-asas
pemerintahan yang baik, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan,
yurisprudensi dan kebiasaan yang berlaku.

Pasal 23

(1) Ombudsman Nasional wajib menentukan apakah terdapat cukup alasan untuk
mengadakan pemeriksaan terhadap laporan dari masyarakat.

(2) Pelapor wajib menyerahkan berbagai dokumen dan memberi informasi yang
diperlukan oleh Ombudsman Nasional untuk melakukan pemeriksaan.

11



(3) Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Ombudsman Nasional wajib memelihara

kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahuinya, kecuali apabila dikehendaki
oleh Pelapor atau apabila diperlukan demi kepentingan umum.

(4) Kewajiban itu tidak gugur setelah ia berhenti sebagai Ombudsman.

Pasal 24

Ombudsman Nasional wajib menolak laporan yang diajukan atau menghentikan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam hal :

a.

laporan tersebut tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut
dalam Pasal 21 Undang-Undang ini;

laporan yang diterima oleh Ombudsman Nasional hanya merupakan tembusan
mengenai masalah atau perkara yang sudah diajukan oleh pelapor kepada
penyelenggara negara;

keluhan dan permohonan yang diajukan dapat dipastikan tidak berdasar;

perilaku pejabat yang dilaporkan, tidak cukup beralasan untuk diperiksa
berdasarkan tolok ukur yang baku menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Pelapor adalah orang lain yang tidak diberi kuasa untuk melaporkan oleh orang
yang menerima perlakuan yang merugikan atau perlakuan yang tidak patut dari
pejabat yang dilaporkan;

masalah yang dilaporkan sedang diperiksa oleh penyelenggara negara, kecuali
yang dilaporkan adalah cara atau prosedur instansi tersebut dalam melakukan
pemeriksaan;

masalah yang bersangkutan sudah diselesaikan oleh instansi tersebut pada
huruf f;

terhadap perilaku yang dilaporkan sudah terdapat peraturan perundang-
undangan yang memberi cara penyelesaian administratif, akan tetapi oleh
pelapor kesempatan ini tidak dipergunakan;

aparat penyelenggara negara yang dilaporkan tidak diberitahu tentang
perilakunya yang tidak patut, dan yang bersangkutan tidak berkesempatan
untuk menjelaskan pendapatnya sendiri tentang masalah itu.

Pasal 25

Ombudsman Nasional tidak melanjutkan pemeriksaan laporan yang masuk, dalam
hal:

a.

masalah yang dilaporkan merupakan kebijaksanaan umum pemerintah termasuk
kebijaksanaan untuk memelihara ketertiban dan keamanan, atau kebijaksanaan
umum dari instansi pemerintah yang bersangkutan;

perilaku atau keputusan pejabat yang dilaporkan ternyata sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

masalah yang dilaporkan masih dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan
hukum administratif;

berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ masih
berlangsung suatu proses pemeriksaan administratif;
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e. masalah yang dilaporkan sedang diperiksa di pengadilan, atau masih terbuka
kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan banding atau kasasi di
pengadilan yang lebih tinggi ;

f. terhadap masalah yang dilaporkan tercapai kesepakatan antara Pelapor dan
Terlapor baik karena prakarsa keduabelah pihak atau karena mediasi Komisi
Ombudsman Nasional;

g. pelapor meninggal dunia;
h. Pelapor mencabut laporannya.

Pasal 26

(1) Dalam hal Ombudsman Nasional berdasarkan Pasal 23 dan/atau Pasal 24
menolak untuk memeriksa atau tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap
laporan pelapor, maka dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari
kerja sejak pengambilan keputusan, hal tersebut harus diberitahukan kepada
pelapor dengan menebut alasan mengapa pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.

(2) Apabila pemeriksaan telah dimulai dan telah diambil langkah-langkah dengan
memberitahukan instansi yang berwenang secara tertulis bahwa
pemeriksaannya tidak akan dilanjutkan, kepada pelapor wajib diberitahukan
instansi atau pejabat mana yang harus dihubungi olehnya dan bagaimana cara
terbaik untuk mengajukan keluhannya kepada instansi dan/atau pejabat yang
bersangkutan.

(3) Ombudsman Nasional memberikan salinan atau ringkasan dari surat
pemberitahuan Ombudsman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara cuma-cuma.

(4) Dalam hal pelapor tidak dapat menerima keputusan penolakan laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelapor dapat mengajukan surat
permohonan kepada Ketua Ombudsman Nasional dengan tembusannya
dikirimkan kepada DPR untuk dipertimbangkan kembali.

Pasal 27

(1) Ombudsman Nasional berwenang meminta kepada pejabat atau instansi yang
dilaporkan dan/atau kepada pelapor untuk menjelaskan masalah yang
dilaporkan secara lisan atau tertulis.

(2) Ombudsman Nasional berwenang mempertimbangkan hadirnya pihak lain atas
permintaan pelapor dan/atau terlapor untuk menjelaskan masalah yang
dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pelapor dapat diwakili atau dibantu oleh seorang penasehat hukum setelah
pelapor sebagai pihak yang berkepentingan sendiri telah menjelaskan duduk
perkaranya secara lisan dan tertulis kepada Ombudsman Nasional.

Pasal 28

(1) Pejabat instansi pemerintah yang dilaporkan dan saksi yang diperlukan wajib
memenuhi panggilan Ombudsman Nasional untuk memberikan keterangan
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atau penjelasan dan/atau dokumen-dokumen yang di perlukan  dalam
pemeriksaan.

(2) Dewan mempunyai kewajiban hukum yang sama, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan Dewan dapat menunjuk seorang atau lebih wakilnya untuk
memenuhi panggilan tersebut, kecuali Ombudsman Nasional memerlukan
kehadiran anggota Dewan tertentu yang secara jelas ditegaskan dalam surat
panggilan.

(3) Anggota Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didampingi oleh
penasehat hukum.

(4) Menteri dapat menunjuk wakilnya untuk memenuhi panggilan Ombudsman
Nasional kecuali mengenai kebijakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
menteri bersangkutan.

(5) Kepala Lembaga Pemerintah wajib memberikan keterangan mengenai
kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh organ pemerintah kepada
Ombudsman Nasional.

(6) Mereka yang dipanggil untuk memberikan keterangan kepada Ombudsman
Nasional dapat menolak memberi keterangan tertentu, apabila keterangan itu
dianggap rahasia profesi atau rahasia jabatan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(7) Pegawai pada instansi penyelenggara negara atau Dewan dapat menolak
memberi keterangan yang diminta, apabila hal itu secara tegas dinyatakan
sebagai rahasia negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan kecuali
bila penyelenggara negara, atau Dewan memberi ijin kepada pegawainya.

(8) Penyelenggara negara atau Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat
mengirimkan wakilnya pada saat pemberian keterangan di depan Ombudsman
Nasional tersebut.

Pasal 29

(1) Dalam hal diperlukan guna pemeriksaan, Ombudsman Nasional dapat
memanggil dan menunjuk seorang ahli dan/atau seorang penerjemah untuk
membantunya dalam pemeriksaan.

(2) Ahli dan/atau penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waijib
menghadap dan memberikan bantuan yang diperlukan.

Pasal 30

(1) Panggilan berdasarkan Pasal 28 dan 29 dilakukan dengan surat tercatat.

(2) Ombudsman Nasional dapat meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia
untuk menghadirkan secara paksa orang-orang yang tidak memenubhi
panggilan Ombudsman Nasional setelah dilakukan panggilan secara sah.

Pasal 31
(1) Ombudsman Nasional dapat memerintahkan agar para saksi, ahli, dan

penerjemah mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan kesaksian
dan/atau menjalankan tugasnya.
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(2) Bunyi sumpah/janji, yang diucapkan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menyatakan
kebenaran seluruh keterangan yang saya ketahui dan tiada lain dari pada
kebenaran”.

(3) Bunyi sumpah/janji yang diucapkan oleh ahli dan penerjemah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan
tugas saya dengan tidak memihak bahwa saya akan melaksanakan tugas saya
dengan sejujur-jujurnya”.

(4) Ombudsman Nasional membuat berita acara sumpah/janji sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan (3) dan menandatanganinya bersama.

(5)Para saksi dilindungi oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga bagi pelapor, ahli,
dan penerjemah.

Pasal 32

(1) Biaya perjalanan dan penginapan yang harus dikeluarkan untuk saksi, ahli,
atau penerjemah ditanggung oleh Negara .

(2) Besarnya biaya perjalanan dan penginapan ditentukan dengan Keputusan
Ombudsman Nasional.

Pasal 33

(1) Dalam hal diperlukan bagi pemeriksaan laporan, Ombudsman Nasional tanpa
perlu memperoleh ijin sebelumnya dari pemilik atau penghuni tempat instansi
penyelenggara negara atau Dewan dapat memasuki gedung, persil atau
instansi penyelenggara negara atau dewan yang bersangkutan dan dapat
mengakses dokumen dan barang-barang yang berkaitan dengan perkara
kecuali dalam hal rumah tinggal, Ombudsman Nasional membutuhkan
persetujuan dan ijin dari pemilik rumah atau penghuni rumah tinggal tersebut.

(2) Seorang Menteri dapat melarang atau mencegah Ombudsman Nasional
memasuki tempat-tempat tertentu, apabila dianggap merugikan keselamatan
negara, dengan menyebutkan alasannya.

(3) Larangan Menteri sebagaimana disebut pada ayat (2) wajib dicantumkan dalam
berita acara dan Laporan Tahunan Ombudsman Nasional.

Pasal 34

(1) Menteri, pimpinan instansi penyelenggara negara atau Dewan yang menjadi
atasan terlapor = memperhatikan  dengan sungguh-sungguh permintaan
klarifikasi atau rekomendasi Ombudsman Nasional.

(2) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima
kesimpulan dan rekomendasi dari Ombudsman Nasional, instansi terlapor wajib
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melaksanakan apa yang direkomendasikan dan memberitahukan kepada Ketua
Ombudsman bahwa rekomendasi Ombudsman Nasional telah ditindaklanjuti
dengan menyebutkan apa saja yang telah dilaksanakan oleh terlapor.

(3) Dalam hal Terlapor berkeberatan, tidak bersedia, atau menyatakan belum
dapat melaksanakan rekomendasi Ombudsman Nasional, instansi yang
bersangkutan wajib memberitahukan hal itu secara tertulis kepada
Ombudsman Nasional disertai alasan atau pertimbangan atas sikapnya itu.

Pasal 35

(1) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(2), Ombudsman Nasional memeriksa dengan teliti rekomendasi yang belum
dilaksanakan dan memberitahukan kembali kepada instansi bersangkutan.

(2) Dalam hal Ombudsman Nasional tidak dapat menerima alasan keberatan dari
instansi terlapor, Ombudsman memberitahukan rekomendasi itu kepada
instansi yang bersangkutan beserta alasannya dan kewajiban untuk
melaksanakan rekomendasi tersebut.

(3)Dalam hal instansi yang bersangkutan tetap menolak atau menyatakan
berkeberatan untuk memenuhi permintaan atau melaksanakan rekomendasi,
Ombudsman Nasional wajib memberitahukan hal itu kepada atasan terlapor
atau instansi yang lebih tinggi untuk menindaklanjuti sesuai rekomendasinya.

(4) Dalam hal atasan terlapor atau instansi yang lebih tinggi tidak melaksanakan
rekomendasi tersebut, Ombudsman Nasional memberitahukan kepada

DPR untuk ditindak lanjuti disertai dengan berkas perkara dan kesimpulan
akhir.

BAB VIX
KEMANDIRIAN OMBUDSMAN NASIONAL

Pasal 36

Ombudsman Nasional wajib mengirimkan laporan berkala dan laporan tahunan
kepada DPR.

Pasal 37

(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya Ketua, Wakil Ketua,
Anggota, dan Asisten Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi,
dituntut, atau digugat di muka Pengadilan.

(2) Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Asisten Ombudsman dilarang turut serta
meneliti, memeriksa, dan mempertimbangkan suatu laporan atau informasi
yang mengandung atau dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan dirinya
sendiri.
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(1)
(2)

(3)

(4)

BAB X
LAPORAN BERKALA DAN TAHUNAN

Pasal 38

Ombudsman Nasional menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan
kepada DPR dengan tembusan kepada Presiden.

Laporan berkala disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan tahunan
disampaikan pada bulan pertama tahun berikutnya guna dibahas secara
seksama oleh DPR pada masa sidang berikutnya.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan/atau
disiarkan lewat media massa setelah disampaikan kepada DPR oleh
Ombudsman Nasional.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. jumlah dan macam laporan yang diterima dan ditangani selama 1 (satu)
tahun;

b. pejabat atau instansi yang tidak bersedia memenuhi permintaan dan/atau
melaksanakan rekomendasi Ombudsman Nasional;

C. pejabat atau instansi yang tidak bersedia atau lalai melakukan pemeriksaan
terhadap pejabat yang dilaporkan, tidak mengambil tindakan administratif,
atau tindakan hukum terhadap pejabat yang terbukti bersalah;

d. pembelaan atau sanggahan dari atasan pejabat yang mendapat laporan
atau dari pejabat yang mendapat laporan itu sendiri;

e. jumlah dan macam laporan yang ditolak untuk diperiksa karena tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-
Undang ini atau tidak termasuk wewenang Ombudsman Nasional atau
disebabkan oleh hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, huruf c,
huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf i;

f. jumlah dan macam laporan yang pemeriksaannya tidak dilanjutkan
disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan

g. kegiatan yang sudah maupun yang belum terlaksana dan hal-hal lain yang
dianggap perlu.

BAB XI
KANTOR PERWAKILAN OMBUDSMAN NASIONAL

Pasal 39

(1) Apabila dipandang perlu, Ketua Ombudsman Nasional dapat mendirikan

Perwakilan Ombudsman Nasional di daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kantor Ombudsman Nasional.

(2) Kantor Perwakilan Ombudsman Nasional di Daerah dipimpin oleh salah

seorang Ombudsman dan dibantu oleh beberapa asisten Ombudsman serta
beberapa pegawai Sekretariat.
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(3) Asisten Ombudsman serta pegawai sekretariat Perwakilan  Ombudsman
Nasional bertempat tinggal di daerah yang bersangkutan.

(4) Ketentuan mengenai fungsi,tugas, dan wewenang Ombudsman Nasional
berlaku bagi Perwakilan Ombudsman Nasional di Daerah.

BAB XII
OMBUDSMAN DAERAH

Pasal 40

(1) DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dapat membentuk Ombudsman Daerah.
(2) Ombudsman Daerah terdiri dari:

a Ketua Ombudsman Daerah;
b Wakil Ketua Ombudsman Daerah;
¢ beberapa orang Anggota Ombudsman Daerah.

(3) Ombudsman Daerah dilengkapi dengan sebuah Sekretariat yang dipimpin oleh
Kepala Sekretariat Ombudsman Daerah.

(4) Pembentukan Ombudsman Daerah dan tata cara pengangkatan Ombudsman
Daerah dilakukan dengan Peraturan Daerah.

(5) Anggaran Ombudsman Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Pasal 41

Untuk dapat diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman
Daerah seorang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 dan Pasal 13 Undang-Undang ini.

BAB XIII
HUBUNGAN OMBUDSMAN NASIONAL DAN OMBUDSMAN DAERAH

Pasal 42

(1) Ombudsman  Provinsi  bersifat mandiri dan bukan  merupakan
Ombudsman Nasional.

(2) Ombudsman Kabupaten/Kota bersifat mandiri dan bukan merupakan
bagian dari Ombudsman Provinsi atau Ombudsman Nasional.

(3) Pelaksanaan tugas Ombudsman Daerah dapat disesuaikan dengan tata cara
pelaksanaan Ombudsman Nasional, kecuali yang menyangkut Badan Peradilan.
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BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

Pelanggaran terhadap Pasal 34 Undang-Undang ini dikenakan sanksi administrasi
berupa pemberhentian dari jabatan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Barang siapa menggunakan nama Ombudsman tanpa hak selain nama
Ombudsman Nasional, Perwakilan Ombudsman Nasional di daerah, dan
Ombudsman Daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini, pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda
paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 45

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(5) dan ayat (6), serta Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidanaa penjara paling
singkat 4 (empat) bulan dan paling lam (satu) tahun dan/atau pidana denda paling
sedikit Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) dan paling banyak Rp.
250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini:

a. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk
dengan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman
Nasional tetap menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya berdasarkan
Undang-Undang ini sampai ditetapkannya keanggotaan Ombudsman Nasional
yang baru.

b. Semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komisi Ombudsman Nasional
tetap dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang ini.

c. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlaku Undang-Undang ini
susunan organisasi, keanggotaan, tugas, dan wewenang serta ketentuan
prosedur Ombudsman Nasional harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
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Pasal 47
(1) Pembubaran, penghapusan, penggantian kata “"Ombudsman” dan pencabutan
hak cipta, hak merek, hak paten, atau hak lain sudah harus dilaksanakan dalam

waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Undang-Undang ini dinyatakan
berlaku.

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan,
status legalitasnya menjadi gugur dan/atau batal demi hukum.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR
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